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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan 

bahwa perlindungan hutan dari kerusakan akibat pencurian kayu di Hutan 

Wanagama Kabupaten Gunungkidul DIY sebagai upaya pencegahan dan 

pemberantasan perusakan hutan di DIY khususnya Hutan Wanagama sudah 

berjalan dengan baik, terkendali, dan sesuai dengan pengaturan hukum yang 

berlaku. Terkait kendala pengelola Hutan Wanagama dalam menangani 

pengawasan perlindungan hutan belum terselesaikan dengan baik disebabkan 

oleh beberapa kendala yaitu kurangnya kesadaran dari masyarakat sekitar 

Hutan Wanagama serta kurangnya personil untuk patroli pengawasan hutan 

secara rutin. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh penulis, maka saran 

yang diajukan oleh penulis kepada pengelola Hutan Wanagama, yaitu 

1. Pengelola Hutan Wanagama perlu untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat terkait perlindungan hutan dan kelestarian hutan dengan 

penegakan hukum yang tegas. 
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2. Pengelola Hutan Wanagama perlu menambahkan personil untuk patroli 

hutan secara rutin agar terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan 

hidup di Hutan Wanagama. 

3. Pengelola Hutan Wanagama perlu memberikan penjagaan di setiap sudut 

pintu dengan memanfaatkan masyarakat sekitar Hutan Wanagama sebagai 

bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan perlindungan hutan. 

4. Pengelola Hutan Wanagama perlu menerapkan sistem zonasi sebagai upata 

mengurangi tindakan pencurian kayu, sistem zonasi yang dimaksudnya 

yaitu membuat lapisan. Terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan inti, peyangga, 

dan lapisan luar.
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